Halaman 14, Kamis, 7 Juli 2005

- Tidak Semua Pengalaman

BOGOR - Apakah ada pe-

ngalamanan yang sama antara

negara-negara fransisi di Eropa
dan Asia dalam membuka akses
masyarakat kepada hukum? Dan
.apakah ada pengalaman yang
dapat dikembangkan bersama?
Itulah masalah yang dibahas
‘dalam workshop “Comparing
Access to Justice in Asian and
European Transitional
Countries” yang berlangsung di
Bogor, beberapa waktu' lalu.
Kegiatan itu diselenggarakan
oleh Asean Europe Foundation
(ASEF), The Habibie Center dan
Hanns Seidel Foundation. Per-
temuan itu sendiri mengha-
dirkan sejumlah pakar hukum,
aktivis, akademisi, peneliti dari
sejumlah negara di Eropa dan
ASEAN untuk memperbanding-
‘kan masalah-masalah itu.
Pertama-tama, memang
ada pertanyaan apakah yang
dimaksud dengan negara-
negara dalam masa transisi
itu? Akhirnya disepakati
bahwa negara-negara dalam
transisi itu adalah sebuah
megara yang baru saja membe-
‘baskan diri dari rezim otoriter
dan berkembang ke ma-
syarakat demokrasi, termi-
mnologi politik lebih tepat digu-
nakan ketimbang ekonomi.
Dalam hal inilah sejumlah
negara di Eropa yang baru ber-
gabung dalam Uni Eropa se-
perti: Ceko, Slovakia, Polandia,
Slovenia, Lituania, Latvia,
-Estonia dan Hongaria masuk ke
dalamnya. Sedangkan di Asia
Tenggara (ASEAN) hampir
semua anggotanya dapat dikate-
gorikan dalam tahap transisi.

Pengalaman Eropa
Di Eropa, terutama tengah
dan timur, sejumlah negara
yang dalam masa transisi punya
pengalaman yang hampirham-
pir mirip. Umumnya mereka
baru lepas dari rezim totaliter
di bawah Partai Komunis atau
Sosialis, dan kini mengem-

bangkan demokrasi multipar-
tai. :

Pavol Zilincik, aktivis hu-
kum dan pembela HAM dari
Slovakia, menuturkan bagai-
mana pada masa lalu ma-
syarakat di sebuah daerah dila-
rang menjual tanah atau rumah
mereka, bahkan merenovasi
rumah pun dilarang, karena
ada rencana pemerintah mem-
bangun bendungan dan tidak
mau memberi ganti rugi yang
mahal. Namun rencana itu
tidak dilaksanakan selama ber-
tahun-tahun.

Akhirnya rakyat menga-
jukan litigasi dan menang. “Di
berbagai daerah, rakyat kini
dapat menggugat pemerintah
ataupun dewan kota bila ada
kasus kontrak-kontrak pemban-
gunan yang dirasa tidak meng-
untungkan penduduk Kkota,”
kata Direktur Eksekutif Center
for Environmental Public
Advocacy (CEPA).

Jadi, lanjutnya, di ma-
syarakat tetap hidup persepsi
bahwa pemerintah, pengadi-
lan dan parlemen adalah lem-
baga-lembaga perkasa, kare-
na pengalaman di bawah
rezim otoriter pada masa lalu.
Ini semua berujung pada ren-
dahnya kepercayaan rakyat
terhadap pengadilan, sebuah
survei menunjukkan hasil
bahwa hanya 35 persen yang
percaya dan 65 persen tidak
percaya terhadap pengadilan.

Selain itu, di negara-negara
transisi Eropa juga berkem-
bang kelembagaan-kelemba-
gaan bidang hukum yang sama
dengan negara-negara di barat

Fropa 'yang lebih maju.
Misalnya, keberadaan
Ombudsman, Mahkamah

Konstitusi (MK), dan lain-lain.
“Keberadaan MK itu demi
memberi kepastian hukum,”
kata Dr Schnutz Rudolf, dari
Council of Europe. Padaumum-
nya, di Eropa pengadilan yang
mengajukan kasus ke MK untuk

memastikan apakah sebuah
perkara konstitutional atau
tidak. Nantinya MK yang
memutuskan, ini berlaku di
Ttalia, Jerman, dan lain-lain.
Dalam hal ini, sering ada selisih
pendapat antara MK dan MA,
karena keputusan MK haruslah
diterima oleh MA.

Namun secara tidak lang-
sung rakyat juga dapat memper-
oleh kepastian hukum melalui
ombudsman, sebagai perantara
yang menyampaikan kasus-
kasus mereka ke MK atau pen-
gadilan.

Pengalaman ASEAN

Lalu, bagaimana di Asia
Tenggara? Filipina adalah ne-
gara di ASEAN yang pertama
mengalami perubahan dari ne-
gara di bawah seorang diktator
yang korup ke negara de-
mokratis. Namun, setelah 19
tahun pascatumbangnya dikta-
tor Ferdinand Marcos, negara
itu masih tertatih-tatih mem-
bangun sistem hukum yang baik
dan sehat. Ketika Marcos ditu-
runkan pada 1986, maka cita-
cita kaum pendukung reformasi
adalah membenahi sistem
hukum, dan itu semua tertuang
dalam konstitusi 1987.

Ketika itu semua sangat
bersemangat dengan antara
lain membentuk Kantor Om-
budsman dengan tugas me-
ngawasi korupsi dalam peme-
rintahan, dan Sandiganbayan,
sebuah pengadilan khusus
kasus korupsi di pemerintahan.
Kemudian dibentuk juga
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia
yang menangani berbagai
pelanggaran HAM oleh aparat
keamanan, dan Komisi
Kepresidenan untuk Pemerin-
tahan yang Baik dengan tugas
menyelamatkan harta negara
yang dikorupsi semasa rezim
Marcos.

Namun, menurut, Augusto
N. Michlat, Jr, aktivis dari Fili-
pina, sembilan belas tahun sete-
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lah itu semua, negaranya masih
saja berkutat dengan
demokrasi. =~ “Kami  gagal
memanfaatkan momentum poli-
tik, karena tak mampu member-
sihkan residu dari rezim lama,”
katanya. Bagaimanapun,
Filipina memang belum
berhasil membersihkan keingi-
nan militer untuk terlibat
dalam politik, dan para elite po-
litiknya tidak berubah
kelakuannya, sampai kini.

Dia menunjuk kasus
dugaan korupsi yang menimpa
mantan kepala polisi dan kini
Senator yang ditangani Kantor
Ombudsman, namun kasusnya
dibatalkan Mahkamah Agung
karena hal teknis.

Juga Sandiganbayan yang
kesulitan menyelesaikan berba-
gai kasus korupsi, termasuk
yvang menyangkut mantan
Presiden Joseph Estrada, kare-
na hambatan teknis. Begitu pun
Komisi HAM tidak punya kewe-
nangan  penuntutan  dan
anggarannya pun sangat ter-
batas.

Eropa Cocok di Asia
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Pengalaman Filipina tidak
berbeda jauh dengan Kamboja,
negara yang baru benar-benar
memiliki pemerintahan sendiri
itu kini juga masih berkutat
membangun sistem hukumnya
yang compang-camping.
Bahkan kini bersiap menggelar
pengadilan internasional bagi
para mantan gembong Khmer
Merah, pelaku aksi genosida
tahun 1974-1979.

Dia mengakui di negaranya
hukum juga berada dalam peri-
ode transisi seperti negara itu
sendiri. “Hampir semua hakim
korup, tapi tantangannya
adalah bagaimana setiap hari
harus bekerja dengan baik di
negara yang korup ini,” kata
HE. Neou Kassie

Pengalaman Kita

Pengalaman kita tidak jauh
berbeda dengan para tetangga
yang lain. Pasca-tumbangnya
rezim Orde Baru di bawah
Soeharto, membawa banyak
persoalan baru yang timbul
dari semangat untuk membe-

Augusto N. Michlat, Jr

nahi sistem hukum. “Ini karena
Indonesia ingin menyelesaikan
segalanya secara bersamaan,
dan bukannya setahap demi
setahap,” kata Dubes Wiryono
Sastrohandojo, yang kini koor-
dinator ASEF untuk Indonesia.

Itu mencakup mengubah
sistem  politik ke arah
demokratis, menempatkan
militer jauh dari politik, mem-
beri kemerdekaan terhadap
pers, mengembangkan otonomi,
memberantas KKN, dan lain-
lain. ;
Akibatnya, pada beberapa
hal ada hasilnya, misalnya
pemilu yang demokratis,
namun juga banyak persoalan
lain yang belum dapat tertan-
gani, misalnya memberantas
korupsi. “Demokrasi belum
tentu langsung membuahkan
hasil yang manis,” kata Wirjono,
mantan Dirjen Politik di
Departemen Luar Negeri, dan
ketua tim perunding RI semasa
COHA.

Namun, harus diakui,
Indonesia banyak membuat
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kemajuan besar di bidang akses
terhadap hukum dan indepen-
densi hukum demi mencip-
takan pemerintahan - yang
bersih serta fransparan sejak
1998 seperti penunjukan hakim-
hakim ad hoc untuk kasus-kasus
korupsi dan HAM, pemben-
tukan Mahkamah Konstitusi,
Komisi . Yudisial, lembaga
ombudsman, dan lain-lain.
Namun tantangannya juga luar
biasa besar, terutama karena
aktifnya mafia pengadilan yang
melibatkan polisi, jaksa, hakim
dan para pengacara, yang
semuanya suka korupsi.

Hal itu diakui. oleh
Maruarar Siahaan, salah satu
hakim di Mahkamah
Konstitusi. “Ini falsafah
makan petai, kalau semua
makan petai lalu nggak ada
yang merasa kebauan lagi,”
katanya mengenai para pene-
gak hukum yang menjadi
bagian dari mafia pengadilan.

Ini semua karena di
masyarakat masih berkembang
nilai bahwa keadilan itu berarti

memenangkan perkara, kalau
kalah perkara berarti tidak adil.
“Seharusnya disadarkan bahwa
menang kalah bukanlah uku-
rannya tetapi kesadarannya
untuk menempuh jalur hukum.
Kalau masyarakat sadar, maka
akan berkurang kasus-kasus
campur tangan atau upaya
mempengaruhi sistem hukum
yang korup ini,” katanya.

Pelajaran Bersama

Pertemuan itu sendiri
melahirkan sejumlah rekomen-
dasi. Namun ada sejumlah hal
yvang dapat ditarik, yakni tidak
semua hal yang terjadi di
negara-negara transisi Eropa
dapat diterapkan di Asia
Tenggara.

Di negara-negara Asia yang
masih berada dalam tahap tran-
sisi, banyak aturan-aturan yang
bagus dan meniru pola di Barat,
namun itu semua hanya bagus
di atas kertas, tapi tidak dapat
diterapkan. Sehingga dibu-
tuhkan kehendak politik untuk
berubah.

“Jadi, kalau ada hal-hal
yang tidak diimplementasikan
itu bukan semata kesalahan
pada  sistem hukumnya, tapi
kepada seluruh sistem,” kata

Augusto N. Miclat, mengacu
pada pengalaman di
negaranya.

Menurut Debora Stoldt
harus ada tekanan internasion-
al agar hukum dapat bekerja
dengan baik dan adil, harus ada
upaya-upaya internasional
untuk menunjukkan kepada
pemerintah-pemerintah  itu
mengenai pentingnya Kketer-
bukaan terhadap hukum.

“Masyarakat di Myanmar
mengenal - hukum, bahkan
kisah-kisah mengenai keadi-
lan hukum terdapat dalam
hikayat lama mereka. Tapi
bagaimana kalau pemerintah-
nya tidak mau menerapkan
hukum?” kata aktivis Malaysia
vang banyak bergiat mena-

ngani para pengungsi
Myanmar di Thailand.

Di Eropa, ftekanan itu
bukannya tidak ada.
Transformasi hukum di negara-
negara transisi diawasi lang-
sung oleh Council of Europe,
negara yang gagal maka
berpotensi ditunda menjadi
anggota atau diberi sanksi
bahkan dikeluarkan. “Transisi
di Eropa Timur dan Tengah
menjadi lebih mudah karena
semua proses diawasi oleh
Council of Europe, dan ini
merupakan persyaratan untuk
menjadi anggota Uni Eropa,
situasi di Asia lebih sulit dan
jauh berbeda,” aku Schnutz
Rudolf.

Ada contoh lain yang hisa
ditiru. Di Hongaria dan sejum-
lah negara Eropa Timur, pemer-
intah memberikan keringanan
pajak bila ada - anggota
masyarakat yang membantu
LSM bantuan hukum dan ini
merupakan bagian dari gerakan
civil society.

Di Afrika Selatan ada
sebuah lembaga yang memang
ditugasi untuk memantau
pelaksanaan hukum dan bantu-
an hukum, bahkan ada insentif
pajak bagi pengacara atau lem-
baga bantuan hukum yang
memberikan layanan cuma-
cuma kepada masyarakat. Di
banyak negara transisi di
Eropa, hakim-hakim atau jaksa-
jaksa nakal langsung dicopot.
Tapi juga diusulkan agar para
penegak hukum itu diberi gaji
memadai, dan lain-lain.

Namun semua mengakui
bahwa hambatan akses ter-
hadap keadilan berarti juga
menghambat demokrasi.
Semua sadar, upaya litigasi
berarti menyumbang pada pe-
nguatan hukum, membangun
kesadaran masyarakat dan
memperkuat partisipasi mere-
ka: dan itu adalah aspek
demokrasi.
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